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TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini, Senin, tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua
Puluh, bertempat di kedudukan masing-masing, yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Prof. DR. H. IMAM TAUFIQ, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Universitas [slam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di J1.
Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa
Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ketua Ombusman
Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna
Said Kav C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAX terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang
diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama, secara fungsional
dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI,
yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang
diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan termasuk
yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau
perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan

belanja daerah.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899},

3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik I[ndonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336};



5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500};

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja
sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

Masyarakat, melalui Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengadakan Kerja Sama
di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada
masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK

demi kemajuan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Bidang pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengabdian kepada
masyarakat;
Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya,;
Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan

Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
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Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Nota
Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini untuk PIHAK KESATU ditindaklanjuti oleh
Fakultas, Pascasarjana, Lembaga atau unit kerja yang ditunjuk oleh
PIHAK KESATU.

Nota Kesepahaman ini untuk PIHAK KEDUA ditindaklanjuti oleh Kepala

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat
diperpanjang.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 {tiga)
bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman
sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran
dikehendaki.



(4)

Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya

apabila:

a. dikemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang
secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup
Nota Kesepahaman ini; atau

b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi

atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain,

maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan
berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban

masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja

Sama,

Pasal b
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Pihak berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 6
KERAHASIAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan
keamanan informasi/data yang diterima.

PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan
informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan,
meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali

ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 7
FORCE MAJEURE

Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota
Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar
kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi
tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi,
pemberontakan, penjarahan, perubahan, kebakaran, banjir, gempa
bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari Pihak
yang satu kepada Pihak yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

Dalam hal ini terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, maka Pihak
yang terkena akibat dari Force Majeure wajib memberitahukan secara
tertulis kepada Pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat

14 {(empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

Pasal 8
PERUBAHAN/ADENDUM

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu amendemen
dan/atau adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh
PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun salah
satu Pihak atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian
status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, pemegang saham
maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah Pihak yang sah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun anggaran
dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepahaman

ini.
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Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait

dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan
Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing
Pihak dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat
atau melalui telepon/faksimi/surat elektronik.

Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA
PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU

Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)

Jalan Walisongo No 3-5, Semarang, Jawa Tengah 50185

Telepon (024} 7604554
Faksimile : (024) 7601293
Email . kerjasama@walisongo.ac.id

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Kerja Sama, Birc Hukum, Kerja Sama dan Organisasi
Ombudsman Republik Indonesia,

Jalan H. R. Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 2251 3737
Faksimile : (021) 5296 0907 / 5296 0908
Email : kerjasama.ombudsman.go.id

Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana
tersebut pada ayat {2), Pihak yang melakukan perubahan alamat
pemberitahuan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada
Pihak lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan

amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.



Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk

PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
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Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk
PIHAK KESATU, satu untuk PIHAK KEDUA dan berlaku setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

" yProf. DR. H. fMAM TAUFIQ, M.Ag/p Prof. AMZULIAN RIFAL, S.H., LL.M., Ph.D.




